
 

 

 

 

BERITA  DAERAH 

KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ) 

Nomor : 20                                                                     Tahun : 2014   

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL 

NOMOR 20 TAHUN 2014 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN 

PADA DINAS KESEHATAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI GUNUNGKIDUL, 

 

Menimbang  :  bahwa sebagai  petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2013 tentang 

Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Dinas Kesehatan  perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 

2013 tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Dinas 

Kesehatan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa  

Yogyakarta  (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor  12  Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 



Tahun 2008 Nomor 59,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 

Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 

Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah  diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;  

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 

tentang Sistem Dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, 

Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain- lain; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul 

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah  

(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 

Nomor 07  Seri E); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 

2013 tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Dinas 

Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul  Tahun  

2013  Nomor 18). 

 



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 

18 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN 

PENDIDIKAN PADA DINAS KESEHATAN.  

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM  

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan bidang 

tertentu di daerah. 

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah 

(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, 

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.  

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi 

Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

7. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan 

oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.  

8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang 

menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau badan.  

9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah 

Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.  

10. Retribusi Pelayanan Pendidikan  yang selanjutnya disebut retribusi adalah 

pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 

teknis oleh  Pemerintah Daerah. 

11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh 

pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh  



Pemerintah Daerah dan menurut peraturan perundang-undangan retribusi 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. 

12. Retribusi yang Terutang adalah retribusi yang harus dibayar pada suatu 

saat dalam masa retribusi menurut ketentuan perundang-undangan. 

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah 

surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi 

yang terutang.  

14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah 

bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas 

Daerah. 

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 

SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah 

kelebihan pembayaran pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi 

lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah 

surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif 

berupa bunga dan/atau denda.  

BAB  II 

PENETAPAN RETRIBUSI DAN TATA CARA PEMUNGUTAN 

Pasal  2 

(1) Penetapan besarnya retribusi terutang ditetapkan oleh Pejabat yang 

berwenang dengan menerbitkan SKRD.  

(2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

(1) Jatuh tempo pembayaran retribusi daerah terutang yang tertera pada 

SKRD adalah 15 (lima belas) hari dihitung sejak tanggal diterbitkan SKRD.  

(2) Apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

jatuh pada hari libur, maka pembayaran paling lambat dilakukan pada 

hari kerja berikutnya. 

BAB III 

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN  

Pasal 4 

(1) Pembayaran retribusi terutang dibayar sendiri oleh wajib retribusi atau 

kuasanya dengan menggunakan SSRD atau tanda bukti pembayaran. 

(2) Bentuk dan isi SSRD atau tanda bukti pembayaran sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

(3) Pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan cara : 

a. disetor langsung ke rekening bank pemegang kas umum daerah; atau 



b. disetor melalui bendahara penerimaan. 

(4) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke kas daerah dan/atau bendahara 

penerimaan SKPD paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas 

tersebut diterima. 

(5) Bendahara penerimaan SKPD  menyetorkan seluruh penerimaan  hasil 

pungutan retribusi ke kas daerah setiap hari pada jam kerja. 

(6) Pertanggungjawaban penyetoran hasil pemungutan retribusi dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan. 

BAB IV 

TATA CARA PEMBERIAN ANGSURAN DAN  

PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI 

Pasal 5 

Retribusi dibayar sekaligus atau lunas pada saat orang pribadi atau badan 

mendapatkan pelayanan pendidikan, sehingga pada prinsipnya tidak 

diberlakukan mekanisme angsuran dan penundaan pembayaran. 

BAB V 

TATA CARA PENAGIHAN  

Pasal 6 

(1) Pejabat menerbitkan STRD apabila :  

a. retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar;  

b. dari hasil pemeriksaan atas SSRD terdapat kekurangan pembayaran 

retribusi karena salah tulis dan/atau salah hitung; atau 

c. wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa denda dan/atau 

bunga. 

(2) Sanksi administratif berupa bunga atas retribusi yang terutang yang tidak 

atau kurang dibayar dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dan huruf b ditetapkan untuk paling banyak 48% (empat puluh 

delapan per seratus) sejak saat terutangnya retribusi. 

(3) Sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c, dalam hal wajib retribusi membetulkan sendiri SSRD 

yang mengakibatkan utang retribusi menjadi lebih besar dari SKRD, 

dihitung sejak tanggal disampaikan pembetulan SSRD sampai dengan 

tanggal pembayaran. 

(4) Penagihan retribusi didahului dengan surat teguran yang dikeluarkan 

paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.  

(5) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perhitungan jumlah 

pokok retribusi terutang, ditambah dengan sanksi bunga sebesar 2% (dua 

per seratus) setiap bulan dan/atau denda yang harus dibayar lunas paling 

lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan STRD.  

(6) Bentuk dan isi STRD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



BAB VI 

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Pasal 7 

Kelebihan pembayaran retribusi terjadi apabila : 

a. retribusi  yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; 

atau 

b. dilakukan pembayaran retribusi  yang tidak seharusnya terutang. 

Pasal 8 

(1) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, wajib 

retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia 

yang jelas kepada pejabat. 

(2) Tanda penerimaan surat permohonan yang diberikan oleh pejabat yang 

ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman surat permohonan melalui pos 

tercatat, menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 9 

(1) Kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan terlebih dahulu dengan 

utang retribusi. 

(2)  Kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) 

bulan sejak : 

a.  diterbitkannya SKRDLB hasil pemeriksaan pejabat; atau 

b.  diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi 

sehubungan dengan surat keputusan lain yang menyebabkan timbulnya 

kelebihan pembayaran retribusi. 

Pasal 10 

Pengembalian kelebihan pembayaran dijalankan menurut mekanisme Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan terlebih dahulu dianggarkan dalam 

Anggaran  Belanja tahun berjalan melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah apabila SKRDLB terbit sebelum penyusunan perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran  

Belanja tahun berikutnya apabila SKRDLB terbit setelah penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah tahun yang bersangkutan. 

BAB VII 

PENGHAPUSAN KEDALUWARSA PENAGIHAN 

Pasal 11 

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui 

jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, 

kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. 

(2) Saat terutangnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 

terhitung sejak STRD diterbitkan. 



(3) Terhadap retribusi yang tidak tertagih, SKPD wajib membuat inventarisasi 

dan laporan terhadap piutang retribusi yang tidak tertagih, sehingga 

mengakibatkan kedaluwarsa penagihan. 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa : 

a. kronologis yang memuat pelaksanaan pemungutan piutang retribusi; 

b. daftar umur piutang retribusi; 

c. surat keterangan yang menyangkut keberadaan Wajib Retribusi; 

dan/atau 

d. keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya 

kedaluwarsa penagihan. 

(5) Penetapan kedaluwarsa penagihan oleh SKPD dibahas bersama instansi lain 

yang terkait dan dituangkan dalam format berita acara. 

(6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai usulan 

SKPD kepada Bupati untuk penghapusan piutang Retribusi. 

(7) Berdasarkan usulan SKPD, Bupati dapat menerbitkan keputusan tentang 

penghapusan retribusi dimaksud. 

BAB VIII 

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 

Pasal 12 

Atas dasar permohonan wajib retribusi dapat diberikan pengurangan, 

keringanan atau pembebasan retribusi dalam hal : 

a. kondisi subjek retribusi : Kemampuan bayar wajib retribusi yang menurun 

atau hilang sama sekali antara lain karena kondisi ekonomi lokal, regional, 

global yang tidak kondusif bagi dunia usaha atau sebab lain berkaitan 

dengan subjek retribusi yang relevan, dengan besar pengurangan atau 

keringanan  paling banyak 50% (lima puluh per seratus); 

b. kondisi lain yang disebabkan oleh keadaan kahar berupa : bencana alam 

atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa 

bumi, gunung meletus, dan huru-hara yang terjadi dengan besar 

pengurangan/pembebasan paling banyak 100% (seratus per seratus). 

Pasal 13 

(1) Wajib retribusi mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau 

pembebasan retribusi setelah mendapat perhitungan SKRD kepada pejabat 

dengan permohonan yang diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia 

dan disertai dengan alasan yang jelas. 

(2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi harus 

melampirkan bukti-bukti pendukung yang dipersyaratkan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan  meliputi : 

a. fotokopi perhitungan SKRD; 

b. fotokopi KTP, SIM, Paspor, Kartu Keluarga atau identitas lain; 

c. Surat Keterangan Kepala Desa atau Surat Keterangan instansi lain yang 

terkait; 



(3) Pejabat atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan pemberian 

pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi. 

(4) Pejabat harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, 

keringanan atau pembebasan retribusi yang diajukan wajib retribusi dalam 

waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat 

permohonan.  

(5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa mengabulkan 

sebagian, atau mengabulkan seluruhnya, atau menolak.  

(6) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat dan 

pejabat tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengurangan, 

keringanan atau pembebasan retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan. 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.  

 Ditetapkan di Wonosari 

 pada tanggal 20 Juni 2014                     

 BUPATI GUNUNGKIDUL, 

                                                                                               ttd       

                                                                        BADINGAH 

Diundangkan di Wonosari  

pada tanggal 20 Juni 2014                             

  SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN GUNUNGKIDUL, 

                  ttd 

        BUDI MARTONO 

        

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2014 NOMOR  20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN  

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  

NOMOR 20 TAHUN 2014 

TENTANG  

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 18 TAHUN 2013 

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN PADA 

DINAS KESEHATAN 

I. BENTUK DAN ISI SKRD 

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

Kop SKPD 

SKRD 

(SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) 
Masa Retribusi :..................................... 

Tahun               :..................................... 

No. Urut :  
 

    
 

Nama         : ______________________________________________________________ 

Alamat       : ______________________________________________________________ 

NPWRD    :  

 

Tanggal Jatuh Tempo  :  

No Kode Rekening Uraian Retribusi Daerah Jumlah (Rp) 

1   

  2   

3   

 

Jumlah ketetapan pokok   

Jumlah sanksi : a. bunga 

                          b. kenaikan 
 

Jumlah keseluruhan  

                                                          Dengan huruf :  
 

PERHATIAN : 

1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank ..............................................) dengan menggunakan 

SKRD ini. 

2. Apabila SKRD ini tidak atau kurag dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh 

tempo) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % per bulan. 

                                                                                               .........................., tanggal ................................... 

                                                                                               Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

                                                                                                                Kabupaten Gunungkidul 

                                                                                                                     

                                                                                                                       __________________ 

                                                                                                                         NIP.  

Ruang untuk Teraan                                            Diterima oleh, 

Kas Register/Tanda Tangan                     Petugas Tempat Pembayaran                                              Penyetor 

Petugas Penerima                                     Tanggal           : 

                                                                  Tanda Tangan :                                                            (____________) 

                                                                  Nama Terang  : 

  ....................................................................... .................................................................................................................... 
                                                                                                                                                    Gunting Disini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          No. SKRD ___________ 

TANDA TERIMA 

NPWRD  : 

Nama       : 
Alamat    : 

 

                                                                                        _____________, Tanggal______________ 
Yang Menerima 

 

(____________) 



II. BENTUK DAN ISI SSRD 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Kop SKPD 
No. SSRD 

No. SKRD 

Tahun 

:  …………… 

:  …………… 

:  …………… 

SSRD 
(SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) 

 
 

1. Data Subjek dan Objek Retribusi: 

a. Nama Wajib Retribusi  :  

b. Alamat : 
 
 

Telepon :  

c. Jenis Objek Retribusi : 

1. Paket Diklat Teknis Klinik per orang : 
a. profesi; 
b. jenjang D4 atau S1; 
c. jenjang D3; 

2.  Paket Diklat   Teknis  
Non   Klinik per orang : 
a. profesi; 
b. jenjang D4 atau S1; 
c. jenjang D3; 

d. NPWRD : 
 

e. Masa Retribusi :  

2. Setoran Retribusi terutang      (** 

 Masa Retribusi Bulan :                                          Tahun : 

 SKRDKB 

 STRD 

Besaran Setoran : 

No Uraian Besaran Setoran 

   

   

   

JUMLAH SETORAN Rp.   

Terbilang : 

Untuk disetor ke rekening Kas Daerah Kabupaten Gunungkidul                                              qq  

 

Tanggal Jatuh Tempo  :     

Wonosari,  ……………., ……… 
Penyetor 

Wajib Retribusi/yang diberi Kuasa, 
 
 

………………….. 
Nama Jelas 

(* / **  /  *** coret salah satu 

3. Tanda Terima/Ruang Validasi : 
Bendahara Penerimaan/Petugas Bank 
 

 
 

Tandatangan : 
Nama Terang:  

         



 III.  BENTUK DAN  ISI STRD  

 
 
 
 
 

 
 

KOP DINAS 

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) 

Nomor :..................................(1) 

Tanggal Penerbitan:               (2)                                           Tanggal Jatuh Tempo :.............. (3) 

I. Berdasarkan pasal 14 Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2013 tentang Retribusi 
Pelayanan Pendidikan pada Dinas Kesehatan, telah dilakukan pemeriksaan kewajiban Retribusi 
Daerah terhadap  

A. WAJIB RETRIBUSI : 

1. Nama Wajib Retribusi : …………………………......(4) 

2. NPWRD : ……………………….........(5) 

2. Alamat : .........................................(6) RT/RW           :  ……...…..(7) 

3. Desa : …………………………......(8) 5. Kabupaten  :  ……….....(9) 

4. Kecamatan : …………………………......(10) 6. Provinsi      :  ……….… (11) 

 Atas Pembayaran Retribusi Daerah  : 

Nomor        :  ............(12)                                                    Tanggal :   .................(13)           

B. OBJEK RETRIBUSI : 

1. Jenis Objek Retribusi : 1.  Paket Diklat Teknis Klinik                         2. Paket Diklat Teknis Non Klinik  

     per orang:                                                      per orang: 
a. profesi;                                                      a. profesi; 
b. jenjang D4 atau S1;                                  b. jenjang D4 atau S1; 
c. jenjang D3;                                               c. jenjang D3; 

..................................................................................................(14) 

II. Dari pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 

1. Pokok Retribusi yang harus dibayar Rp.                                    (15) 

2. Telah dibayar tanggal .......... Rp.                        (16)  

3. Pengurangan Rp.                        (17)  

4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3) Rp.                                    (18) 

5. Kurang bayar (1-4) Rp.                                    (19) 

6. Sanksi Administrasi, berupa :   

a. Bunga pasal 14 Perda 18 Tahun 2013 Rp.                         (20)  

b. Bunga ..... Rp.                         (21)  

c. Jumlah sanksi administratif (6a+6b) Rp.                                    (22) 

7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6c) Rp.                                    (23)  

Dengan Huruf : ................................................................................................................................................. 
 

 Kepala 
SKPD...............................................(24). 

 
 
 

Nama_________________________(25) 
NIP ........................................................(26)             

Kepada Yth . 
__________________________________(27) 
 
 
Di ________________________________(28) 
 

Diterima  tanggal :  ................(29) 
Oleh                     : .................(30) 
 

 
...............................................(31). 
(Nama Lengkap & tandatangan) 



PETUNJUK PENGISIAN 
 

 

 

BUPATI GUNUNGKIDUL 

ttd 

BADINGAH 
 

 

 

Angka (1)  : Diisi Nomor STRD yang diterbitkan 

Angka (2)  : Diisi Tanggal STRD 

Angka (3)  : Diisi Tanggal jatuh tempo pelunasan STRD 

Angka (4)  : Diisi Nama Wajib Retribusi 

Angka (5)  : Diisi NPWRD Wajib Retribusi 

Angka (6)  : Diisi Alamat Wajib Retribusi 

Angka (7)  : Diisi  RT/RW domisili Wajib Retribusi 

Angka (8)  : Diisi Desa  domisili Wajib Retribusi 

Angka (9)  : Diisi Kabupaten  domisili Wajib Retribusi 

Angka (10)  : Diisi Kecamatan domisili Wajib Retribusi 

Angka (11)  : Diisi Provinsi domisili Wajib Retribusi 

Angka (12)  : Diisi Nomor SSRD pembayaran Retribusi yang telah dilakukan 

oleh Wajib Retribusi (jika ada) 

Angka (13)  : Diisi Tanggal  SSRD pembayaran Retribusi yang telah 

dilakukan oleh Wajib Retribusi (jika ada) 

Angka (14)  : Diisi Jenis Retribusi  

Angka (15)  : Diisi Pokok Pembayaran Retribusi Terutang  

Angka (16)  : Diisi Jumlah pembayaran Retribusi yang telah dilakukan 

sebelumnya oleh Wajib Retribusi 

Angka (17)  : Diisi Jumlah pengurangan yang telah ditetapkan/disetujui 

atas permohonan Wajib Retribusi 

Angka (18)  : Diisi Penjumlahan baris angka 16 dan angka 17 

Angka (19)  : Diisi Jumlah angka 15 dikurangi angka 18 

Angka (20)  : Diisi Jumlah sanksi administrasi bunga sesuai pasal 14 Perda 

Nomor 18 Tahun 2013 

Angka (21)  : Diisi Jumlah sanksi adminstrasi bunga tambahan 

Angka (22)  : Diisi Jumlah seluruh sanksi administrasi 

Angka (23)  : Diisi Hasil angka 18 dikurangi angka 21 

Angka (24)  : Diisi Dinas yang mengampu ketugasan di bidang Retribusi 

daerah 

Angka (25)  : Diisi Nama Kepala Dinas 

Angka (26)  : Diisi NIP Kepala Dinas 

Angka (27)  : Diisi Nama Wajib Retribusi 

Angka (28)  : Diisi Kota Domisili Wajib Retribusi 

Angka (29)  : Diisi Tanggal Penerimaan Surat oleh Wajib Retribusi/Kuasa-

nya 

Angka (30)  : Diisi Nama Penerima Surat 

Angka (31)  : Diisi  Tanda Tangan dan nama terang penerima surat 

    


